SALINAN

w:.-'-"
MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN INDONESIA TERTIB TAHUN 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Menimbang

Mengingat

a.

i)

© 2022 Biro Hulkum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum
KETIGA Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu
membentuk Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib
Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan tentang Gugus Tugas Gerakan
Indonesia Tertib Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

© 2022 Biro Hulkum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

.,

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 159);

4, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Gerakan Nasional Revolusi Mental;

o

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG GUGUS TUGAS
GERAKAN INDONESIA TERTIB TAHUN 2022.

Membentuk Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun
2022 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas GIT, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Menteri Koordinator ini.

Gugus Tugas GIT berkedudukan di Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan
bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan.

Gugus Tugas GIT sebagaimana dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. membantu Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanhan dalam mengoordinasikan
Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung
jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia
vang tertib; dan

b. Program Gerakan Indonesia Tertib sebagaimana

dimaksud pada huruf a, difokuskan kepada:
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

.

1. peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang
publik dan perilaku antri;

2. peningkatan  perilaku  tertib  administrasi
kependudukan; dan

3. peningkatan perilaku tertib berlalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, Gugus Tugas GIT menyvelenggarakan

fungsi:

a. inventarisasi permasalahan vyang berkaitan dengan
Program Gerakan Indonesia Tertib;

b.  perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan
Program Gerakan Indonesia Tertib;

¢. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Program Gerakan Indonesia
Tertib;

d. sosialisasi fokus Program Gerakan Indonesia Tertib;
dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

Gerakan Indonesia Tertib.

Gugus Tugas GIT melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan selaku Ketua Gugus Tugas Nasional
Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku
Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib dan

Pengarah Gugus Tugas GIT setiap 6 (enam) bulan sekali.

Gugus Tugas GIT bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung
mulai dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember
2022.

Apabila terjadi penggantian pejabat, maka pejabat baru
dapat langsung bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi

serta kewenangannva  sebagaimana  jabatan vyang
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ditentukan dalam Keputusan Menteri Koordinator ini

sampal ada perubahan Keputusan Menteri Koordinator.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan
Gugus Tugas GIT dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Koordinasi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun
Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Perhubungan;

Menteri Komunikasi dan Informatika;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Yang bersangkutan.

oy o do) Ko

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 juni 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

i b ot

MOH, MAHFUD MD
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Sidiq Mustofa

5 i (=] ¢Am]
© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat 'EE,IEET;



s

ditentukan dalam Keputusan Menteri Koordinator ini

sampai ada perubahan Keputusan Menteri Koordinator.

KEDELAPAN : Segala biayva yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan
Gugus Tugas GIT dibebankan pada Daitar Isian
Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Koordinasi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun
Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;

2 Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Perhubungan,

4, Menteri Komunikasi dan Informatika;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 juni 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

gid i 3 R

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Sidig Mustofa
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN

TERTIB TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

INDONESIA

GUGUS TUGAS GERAKAN INDONESIA TERTIB TAHUN 2022

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam Gugus
Tugas
Menteri Koordinator Bidang
) Moh, Mahfud MD Politik, Hukum, dan Pengarah
Keamanan
Sekretaris Kementerian
i i i i Penanggung
2 Mulyo Aji Koordinator Bidang Politik,
Jawabh
Hukum, dan Keamanan
Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban p—
N . etua Gugus
3, Armed Wijaya Masyarakat, Kementerian s o
ugas
Koordinator Bidang Politik, &
Hukum, dan Keamanan
Asisten Deputi Koordinasi
Intelijen Keamanan,
Bimbingan Masyarakat, dan
) . " ; Ketua Pelaksana
4. M. Sujono Ohbjek Vital Nasional, :
- , Harian
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Kepala Bidang Intelijen
. Anggota
| Keamanan, Kementerian
3. Teddy Setyvady [ Pelaksana
Koordinator Bidang Politik, ‘
Harian
Hukum, dan Keamanan
Of:0|
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Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam Gugus
Tugas
Kepala Bidang Bimbingan
Masyarakat dan Objek Vital | Anggota
6. Suwandi Prihantoro Nasional, Kementerian Pelaksana
Keoordinator Bidang Politik, Harian
Hulkum, dan Keamanan
Analis Kebijakan Ahli
Pertama, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan Anggota
T Nuryanti Ketertiban Masyarakat, Pelaksana
Kementerian Koordinator Harian
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Sipil, Deputi
' Bidang Koordinasi Anggota
8. IYustisia Putriani Keamanan dan Ketertiban Pelaksana
Masyarakat, Kementerian Harian
| Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
- R Tp—— Ketertiban Masyarakat, Sekretaris
Kementerian Koordinator |  Gugus Tugas
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Kepala Bagian Administrasi,
Deputi Bidang Koordinasi
Erwin Horja Keamanan dan Ketertiban | Anggota
= Hasudungan Sinaga Masyarakat, Kementerian | Gugus Tugas
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
[®] i w]
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No.

Nama

Jabatan

Kedudukan
dalam Gugus
Tugas

—

11

Kurnia Ningsih

Kepala Bagian Perencanaan
dan Evaluasi, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masvarakat,
Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

Kementerian

Anggota
Gugus Tugas

12.

Eva Permata Sari

Hutagaol

Kepala Subbagian
Perencanaan, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat,
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

Anggota
Gugus Tugas

12.

Sri Sunarti

Kepala Subbagian

Pemantauan dan Evaluasi,
Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban
Kementerian

Koordinator Bidang Politik,

Masvarakat,

Hukum, dan Keamanan

Anggota
Gugus Tugas

14.

Valentine Essy Siregar

Ahli
Bidang

Analis Kebijakan

Pertama, Deputi
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat,
Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Kementerian

Keamanan

Anggota
Gugus Tugas

13.

Syintia Setia Dewi

Pengelola Program dan

Kegiatan, Deputi Bidang

Eoordinasi Keamanan dan

| Ketertiban

| Kemnenterian
|

Masyarakat,
Koordinator
| Bidang Politik, Hukum, dan

; Keamanan

Anggota

Gugus Tugas

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
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Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam Gugus
Tugas
' Staf pada Deputi Bidang
| Koordinasi Keamanan dan
16, | Abishad Haiud; Ketertiban Masyarakat, Anggota
Kementerian Koordinator | Gugus Tugas
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Staf pada Deputi Bidang
| Koordinasi Keamanan dan
17; | Surya Putra Gemilang Ketertiban Masyarakat, Anggota
Kementerian Koordinator | Gugus Tugas
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Kelompok Kerja Peningkatan Perilaku Tertib Penggunaan Ruang Publik dan
Perilaku Antri (Kelompok Kerja I)

Direktur  Jenderal Bina
18. | Safrizal ZA Administrasi  Kewilayahan, Ketua
Kementerian Dalam Negeri
Asisten Deputi Koordinasi
Penanganan Kejahatan
Konvensional dan Kejahatan
19. | Asep Jenal Ahmadi Terhadap Kekayaan Negara, Sekretaris
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
| Keamanan
Asisten Deputi  Revolusi
Mental, Kementerian
20. | Katiman Kartowinomo Koordinator Bidang Anggota
Pembangunan Manusia dan
Kebudayvaan
Kepala Bidang Penanganan
Kejahatan Terhadap
' Kekayaan Negara,
21. | Adhi Satya Perkasa Anggota
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
(=]yifs]
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No.

Nama

Jabatan

Kedudukan
dalam Gugus
Tugas

22,

Muhammad Zamzani

Baharuddin Tjenreng

Kepala Bagian Perencanaan,
Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan

Kementerian Dalam Negeri

Anggota

23.

Dimas Aditya Nugraha

Kepala Subdirektorat Audio
Visual dan Media Sosial,
Kementerian Komunikasi

dan Informatika

Anggota

24.

Diana

Kepala Subbagian Pelaporan,
Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, Kementerian
Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Anggota

25.

Asmoro Aji

Analis Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat,
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

Anggota

26.

Rinaldy Pradika

Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Sipil, Deputi
Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, Kementerian

Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Anggota

Kelompok Kerja Peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan

(Kelompok Kerja II)

LA

Zudan Arif Fakrulloh

Direktur Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

| Kementerian Dalam Negeri

Ketua

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
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No.

Nama

Jabatan

Kedudukan
dalam Gugus
Tugas

28.

Bambang Pristiwanto

Asisten Deputi Koordinasi
Penanganan Kejahatan
Transnasional dan Kejahatan
Luar Biasa, Kementerian
Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Sekretaris

29.

Hani Syopiar Rustam

Sekretaris Direktorat
Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Kementerian Dalam Negeri

Anggota

30.

Adel Trilius

Kepala Bagian Perencanaan
Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Kementerian Dalam Negeri

Anggota

31.

Etiko Parmatohadi

Kepala Bidang Penanganan
Kejahatan Transnasional,
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

Anggota

32.

Arina

Kepala Subbagian Dukungan
Administrasi, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat,
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

Anggota

33.

Zainudin

Perencana Ahli Muda
Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Kementerian Dalam Negeri

Anggota

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
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Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam Gugus

Tugas

Pengevaluasi Program dan
Kinerja, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
34. | Dian Purnamasari Ketertiban Masyarakat, Anggota
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukurn, dan

Keamanan

Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri Sipil, Deputi

Bidang Koordinasi
35, | Sri Hartati Keamanan dan Ketertiban Anggota
Masyarakat, Kementerian

Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Kelompok Kerja Peningkatan Perilaku Tertib Berlalu Lintas (Kelompok Kerja 111)

Kepala Korps Lalu Lintas
36. | Firman Santyabudi Kepolisian Negara Republik Ketua

Indonesia

Asisten Deputi Koordinasi
Konflik  dan Keamanan
37. | Lakoni Transportasi, Kementerian Sekretaris
Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Kepala Bidang Penanganan
Keamanan Transportasi,
38. | Herdi Pujiono Kementerian Koordinator Anggota
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

Kepala Subdirektorat

R Pengendalian  Operasional,
Syaifudin Ajie )
39. Direktorat Jenderal Anggota

Panatagama

Perhubungan Darat,

Kementerian Perhubungan

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat E@%’%
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Kedudukan
No. Nama Jabatan | dalam Gugus
Tugas
Kepala Subdirektorat

Pendidikan Masyarakat,

_ Direktorat Keamanan dan
40. | Arman Achdiat Anggota

Keselamatan, Korps Lalu

Lintas Kepolisian Negara

Republik Indonesia

iKepala Subdirektorat Tata
iT‘ﬁrtib, Direktorat Penegakan
41. | Herri Rio Prasetya | Hulkkum, Korps Lalu Lintas Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Analis Kebijakan Ahli
Pertama, Deputi Bidang

Keoordinasi Keamanan dan
42. | Veda Darari Hanifati Ketertiban Masyarakat, Anggota
Kemenlerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan |

Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri pada Deputi

Bidang Koordinasi
43. | Rosita Keamanan dan Ketertiban Anggota
Masyarakat, Kementerian

Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

MENTERI KOORDINATOR

Salinan sesuai dengan aglinya BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR REPUBLIK INDONESIA,

BIDANG FOLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala-Biro Hulcum, Persidangan,

dan Hubungan Masy?.rakat

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Sidig Mustofa
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No. Nama

Kedudukan |
Jabatan dalam Gugus
Tugas

140. | Arman Achdiat

Kepala Subdirektorat
Pendidikan Masyarakat,
Direktorat Keamanan dan
Anggota
Keselamatan, Korps Lalu
Lintas Kepolisian Negara

Republik Indonesia

41. | Herri Rio Prasetya

Kepala Subdirektorat Tata
Tertib, Direktorat Penegakan
Hukum, Korps Lalu Lintas Anggota
Kepolisian Negara Republik

Indonesia

42. | Veda Darari Hanifati

Analis Kebijakan Ahli
Pertama, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, Anggota
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

43. | Rosita

Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Deputi
Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Anggota
Masyarakat, Kementerian

Koordinator Bidang Politik, {

Hukum, dan Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Huleum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat

/

Sidiq Mustofa

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
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